Menimbang:

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia

untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur
berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi
yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan,
pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip
syariah; b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-
jasa perbankan syariah semakin meningkat; c. bahwa perbankan
syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan
konvensional;  d. bahwa pengaturan mengenai perbankan
syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur



Mengingat :

1.

secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri; e. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-

Undang tentang Perbankan Syariah;

Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4420);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

BAB | KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan
usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri
atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.
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6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas
Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit
kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau
unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan
di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang
bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang
bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai
dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga
yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
syariah.

13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS
dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi

masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip  Syariah.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan
Simpananannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Pihak Terafiliasi adalah: a. komisaris, direksi atau kuasanya,
pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS; b. pihak yang memberikan
jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan
Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan
hukum; dan/atau c. pihak yang menurut penilaian Bank
Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah
atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain
pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga
komisaris, dan keluarga direksi.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah
dan/atau UUS.

Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan
dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan
berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah
yang bersangkutan.

Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di
Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan
Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang
bersangkutan.

Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh
fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan
Prinsip Syariah.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada
Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.
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21.

22.

23.

24.

25.

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau
Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan
ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan
dengan itu.

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah
dan/atau UUS.

Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan
cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau
dengan perintah pemindahbukuan.

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada
Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam
bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-
menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk
piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam
meminjam dalam bentuk piutang gardh; dan e. transaksi sewa-
menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah
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26.

217.

28.

29.

30.

31.

dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan
dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak
maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik
Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin
pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara
Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan
Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak
mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili
kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad
wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan
pemegang surat berharga tersebut.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu
Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain
yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank
yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank
yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan
hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua
Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan
satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan
pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum
Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih
saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas

Bank tersebut.
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32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua
badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB Il
ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2
Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan
Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3
Perbankan  Syariah bertujuan menunjang  pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam
bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal
dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan
menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang
berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola
wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf
(wakif). (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB Il

PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR,

(1)

DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 5
Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank
Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin

usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi

(3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a. susunan organisasi
dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; d. keahlian
di bidang Perbankan Syariah; dan e. kelayakan usaha.
Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata
“syariah” pada penulisan nama banknya.

Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha
UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah”
setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.

Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.

Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank
Umum Konvensional.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi
menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

408



(9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di

kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya
dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenisjenis
kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat
dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan
dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan
dari Bank Indonesia.

(4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk
membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor

lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Hukum

Pasal 7
Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar

Pasal 8
Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi
persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan  perundang-undangan memuat pula  ketentuan:
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a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan

persetujuan Bank Indonesia;

b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan

1)

(@)

3)

tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan
pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa
akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang

ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 9

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki
oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia; b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum
asing secara kemitraan; atau c. pemerintah daerah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan
dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara
Indonesia; b. pemerintah daerah; atau c. dua pihak atau lebih
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga
negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum,

anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur

dengan Peraturan Bank Indonesia.
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Pasal 11
Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah

ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12
Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham

atas nama.

Pasal 13
Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek
melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pasar modal.

Pasal 14
(1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum
Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau
membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau
melalui bursa efek.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.
Pasal 16

(1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah

mendapat izin dari Bank Indonesia.
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(2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bank Indonesia.

Pasal 17

(1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah
wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah
dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau
Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.

(3) Ketentuan  mengenai  Penggabungan, Peleburan, dan
Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA,
DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu

Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18
Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19
(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah;
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. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah,
Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau
tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah
dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;

. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad
hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah;

membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat
berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi
nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad
ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau

hawalah;

j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang

diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
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@)

. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan

melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak
ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;

. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat

berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun

untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad

wakalah;

. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi

berdasarkan Prinsip Syariah; dan

. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang

perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha UUS meliputi:

a.

menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
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d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah,
Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad gardh atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau
tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah
dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;

g. melakukan pengambilalinan utang berdasarkan Akad
hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah;

i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang
diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip
Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah,
mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang
diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak
ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

I. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip
Syariah;

n. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi

berdasarkan Prinsip Syariah; dan
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(1)

0. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan dan di Dbidang sosial sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:

a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip
Syariah;

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum
Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya;

d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun
berdasarkan Prinsip Syariah;

e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak
bertentangan dengan  Prinsip Syariah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang
berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana
elektronik;

g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat
berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat

berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik
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secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar
modal; dan

i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank
Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:

a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip
Syariah;

b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak
bertentangan dengan  Prinsip Syariah dan Kketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya;

d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang
berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana
elektronik;

e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat
berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
dan

f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank
Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
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1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan  Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau
musyarakah;

2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau
istishna’;

3. Pembiayaan berdasarkan Akad gardh;

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan

5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;

c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan
berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad
mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun
untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum
Konvensional, dan UUS; dan

e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank
Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan

persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22
Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana
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dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah

tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam

undang-undang lain.

1)

(2)

1)

Bagian Kedua

Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas
kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas
untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum
Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada
Nasabah Penerima Fasilitas.

Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan
penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal,
Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima

Fasilitas.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24
Bank Umum Syariah dilarang:
a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar
modal;
c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
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d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai

agen pemasaran produk asuransi syariah.

(2) UUS dilarang:

a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar
modal;

c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan

d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai

agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

a.

melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip

Syariah;

. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran;

. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran

uang asing dengan izin Bank Indonesia;

. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen

pemasaran produk asuransi syariah;

. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang

dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal
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20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib
tunduk kepada Prinsip Syariah.

(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
Peraturan Bank Indonesia.

(4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia
membentuk komite perbankan syariah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank

Indonesia.

BAB V
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS,
DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI,
DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27
(1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus
uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia.
(2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan
dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya

menjadi  paling  banyak  10%  (sepuluh  persen).
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(3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan

(4)

kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

maka:

a.

hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan
sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum

Pemegang Saham;

. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham

pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya
dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut
mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan

diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa

yang mempunyai peredaran luas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan

diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung

jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi

Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29

(1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang
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@)

(1)

bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap
pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan
kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank
Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bank Indonesia.

Pasal 30
Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji
kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank

Indonesia.

(2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi

3)

(4)

1)

yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi
dilakukan oleh Bank Indonesia.

Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan
kepatutan wajib melepaskan jabatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31
Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat
mengangkat pejabat eksekutif. (2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai  pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank

Indonesia.
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Bagian Ketiga

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33
(1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat
menggunakan tenaga kerja asing.
(2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN
PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH
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1)

(2)

3)

(1)

@)

3)

Bagian Kesatu
Tata Kelola Perbankan Syariah

Pasal 34
Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang
baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam
menjalankan kegiatan usahanya.
Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal
mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35

Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya
wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank
Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan
perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang
disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku
umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk
yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh

kantor akuntan publik.
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(4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.

(5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba
rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan
oleh Bank Indonesia.

Pasal 36
Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha
lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang
tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan

Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas
maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah,
pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang
berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat
dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah
Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima
Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam
kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang
bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank
Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas
maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah,

pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau
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hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah

kepada:

a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau
lebih dari modal disetor Bank Syariah;

b. anggota dewan komisaris;

c. anggota direksi;

d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c;

e. pejabat bank lainnya; dan

f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari
pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan
huruf e.

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank
Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pengelolaan Risiko

Pasal 38
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko,
prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39
Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah
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mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan

dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah
dan/atau UUS.

1)

@)

3)

Pasal 40

Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi
kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian
atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan,
berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan
atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik
Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib
dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga
pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS
yang bersangkutan.

Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada
Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut
harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan
biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan

proses pembelian Agunan.

(4) Ketentuan lebih  lanjut mengenai pembelian Agunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII
RAHASIA BANK
Bagian Kesatu

Cakupan Rahasia Bank
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Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan

mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah

Investor dan Investasinya.

1)

Bagian Kedua

Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42
Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan
Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang
mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan
keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat
mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau

Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

(1)

(2)

menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak,

dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan
Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa,
hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan
undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank
mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa
pada Bank.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung,
atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk

melakukan penyidikan.
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(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim,
nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya
keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan

dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45
Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank
yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan
tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan

memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46
(1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi
Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya
kepada Bank lain.
(2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank

Indonesia.

Pasal 47
Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan
atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib
memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan
atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak
yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor

tersebut.

430



Pasal 48
Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah
meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau
Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh
keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah

Investor tersebut.

Pasal 49
Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh
Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45,
dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan
meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan

yang diberikan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh
Bank Indonesia.

Pasal 51

(1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan
yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan
modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,
kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam

aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan
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1)

prinsip  manajemen Islami, serta aspek lainnya yang
berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi
oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52
Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala
keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank
Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan

Bank Indonesia.

(2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib

3)

(4)

memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan

berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan

bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran
dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang
dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia

berwenang:

a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat
yang terkait dengan Bank;

b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan
dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia
memiliki pengaruh terhadap Bank; dan

c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening
tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening
Pembiayaan.

Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah

dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana
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1)

(2)

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak

diumumbkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53
Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau
pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia,
melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2).
Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

(1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang

membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia

berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut

pengawasan antara lain:

a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham,
komisaris, direksi, dan pemegang saham;

b. meminta pemegang saham menambah modal;

c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan
komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;

d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran
dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank
Syariah dengan modalnya;

e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau
peleburan dengan Bank Syariah lain;

f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia
mengambil alih seluruh kewajibannya;

g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh
atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain;

dan/atau h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau
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(2)

(3)

seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada

pihak lain.
Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah,
Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat
disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga
Penjamin  Simpanan untuk diselamatkan atau tidak
diselamatkan.
Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga
Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan
penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

(4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut

()

izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud
menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX PENYELESAIAN
SENGKETA

Pasal 55

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian

sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
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(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56
Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif ~ kepada Bank
Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan
Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi
dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan
usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57
(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank
Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan
Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah
atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang
melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari

pelanggaran kerahasiaan bank.

Pasal 58
(1) Sanksi  administratif ~ sebagaimana  dimaksud  dalam
UndangUndang ini adalah:
a. denda uang;
b. teguran tertulis;
c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
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d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor
cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS
secara keseluruhan;

f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya
menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai
Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti
yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang
saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang
memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang

perbankan; dan/atau h. pencabutan izin usaha.

(2) Ketentuan lebih  lanjut mengenai pelaksanaan sanksi

1)

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI KETENTUAN
PIDANA

Pasal 59
Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah,
UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk
Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin
usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua

ratus miliar rupiah).
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@)

1)

2)

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan
hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi
perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang

bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal 60

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah
tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS,
atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank
Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak
Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar
rupiah).

Pasal 61

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau

Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan

sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
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paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

1)

(2)

Pasal 62

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah

atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang

dengan sengaja:

a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau

b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan
perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah

atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang

lalai:

a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau

b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan
perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
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Pasal 63

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah

@)

atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang
dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan
kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening
suatu Bank Syariah atau UUS;

. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan

tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau
dalam laporan, dokumen  atau laporan kegiatan usaha,
dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah
atau UUS; dan/atau

. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus,

atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam
pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan
kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening
suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja
mengubah, mengaburkan, menghilangkan,
menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00

(dua ratus miliar rupiah).

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah
atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang
dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui

untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan,

pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan
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pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam

rangka:

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain
dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau
fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;

2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas
surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau
bukti kewajiban lainnya;

3. memberikan  persetujuan bagi orang lain untuk
melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas
penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS;
dan/atau

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap
ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama

8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64
Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-
langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah
atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap
ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah).
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Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan
komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak
melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS
tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan
dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
rupiah).

Pasal 66
(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-
Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan
kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan
keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;

b. menghalangi  pemeriksaan  atau  tidak  membantu
pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau
kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;

c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan
dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan
pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan
kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha
Bank Syariah atau UUS; dan/atau

d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap

ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana
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(@)

(1)

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau
ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja
melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau
UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 67
Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada
saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah

memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1)

wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UndangUndang
ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-

Undang ini.

Pasal 68
Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang
nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas)

tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank
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Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan
UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi
Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bank Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan
mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta
peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro

Peraturan Perundang-undangan Bidang

Perekonomian dan Industri,

Ttd

Setio Sapto Nugroho

444



LAMPIRAN 2

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/POJK.05/2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang: a. bahwa usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip
syariah, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam,
termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia;

b. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah
Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu kepastian
hukum dalam penyelenggaraan usaha perusahaan
pembiayaan dengan prinsip syariah bagi pihak-pihak yang
memiliki ~ kepentingan  terhadap usaha perusahaan
pembiayaan dengan prinsip syariah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha
perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan usaha
dengan syariah, perlu diterbitkan ketentuan  mengenai

445



Mengingat :

Menetapkan :

penyelenggaraan usaha oleh perusahaan pembiayaan yang
menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan

Usaha Pembiayaan Syariah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH.

BAB | KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1.

Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah
dan unit usaha syariah.

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang
dan/atau jasa.

Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan
Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan
pembiayaan syariah.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah

unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang
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o

o

10.

11.

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang
melaksanakan pembiayaan syariah.
Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang
dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan
fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan
perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para
pihak.

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk
penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk
kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan
sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang
disepakati oleh para pihak.

Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik
dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang,
pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian
pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa
(ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang
disepakati oleh para pihak.

Perjanjian Pembiayaan Syariah adalah kesepakatan tertulis
antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain yang memuat
adanya hak dan kewajiban bagi masingmasing pihak sesuai
dengan Prinsip Syariah.

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan
menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih
(margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para
pihak.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Salam adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan
sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga
barang terlebih dahulu secara penuh.

Istishna’ adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan
pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan
tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan
kesepakatan oleh para pihak.

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua
pihak di mana pihak pertama (shahib mal) menyediakan
seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak
selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara
mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di
mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Mudharabah Musytarakah adalah bentuk Mudharabah di
mana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal
dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Musyarakah Mutanagisah adalah Musyarakah atau syirkah
yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak
(syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan
(hishshah) secara bertahap oleh pihak lainnya.

ljarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran
sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

barang itu sendiri.
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19.

20.

21.

22,

23

24,

25.

26.

217.

28.

ljarah Muntahiyah Bittamlik adalah ljarah yang disertai
dengan janji pemindahan kepemilikan (wa’d) setelah masa
ljarah selesali.

Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak yang
berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung
pembayarannya.

Hawalah bil Ujrah adalah Hawalah dengan pengenaan imbal
jasa (ujrah).

Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa
(muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang
boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (wakil) tidak
menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali
karena kecerobohan atau wanprestasi.

. Wakalah Bil Ujrah adalah Wakalah dengan pengenaan imbal
jasa (ujrah).

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung
(kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban
pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil).
Kafalah bil ujrah adalah Kafalah dengan pengenaan imbal
jasa (ujrah).

Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk
memberikan imbalan (reward/’iwadh/ju’l) tertentu atas
pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu
pekerjaan.

Qardh adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa
imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan
pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka
waktu tertentu.

Konsumen adalah perusahaan atau orang perseorangan yang

melakukan  Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan
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29.

30.

31.

Perusahaan Syariah terkait dengan kegiatan usaha

Perusahaan Syariah.

Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah adalah

hasil penilaian kondisi permodalan, likuiditas, kualitas aset

produktif, dan kinerja keuangan Perusahaan Syariah.

Modal Disetor:

a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk
badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor;
atau

b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk
badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan
simpanan wajib.

Ekuitas:

a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan
hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:

1. Modal Disetor;
2. tambahan Modal Disetor, terdiri atas:
a) agio/disagio saham;
b) biaya emisi efek Ekuitas; dan
c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi
keuangan;
3. selisin  nilai  transaksi  restrukturisasi  entitas
sepengendali;
saldo laba/rugi;
laba/rugi tahun berjalan;

saham tresuri (treasury stock); dan

N o o &

komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas:
a) perubahan dalam surplus revaluasi;
b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan

dalam mata uang asing;
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32.

33.

c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran
kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; dan
d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian
instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka
lindung nilai arus kas; dan
e) komponen Ekuitas lainnya sesuai prinsip standar
akuntansi keuangan;
bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan
hukum koperasi harus sebesar penjumlahan dari
simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah,
dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan; atau
bagi UUS harus sebesar selisih antara jumlah aset
dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan

bersifat temporer.

Direksi:

a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan
hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan
terbatas; atau

b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan
hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang mengenai perkoperasian.

Dewan Komisaris:

a.

bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan
hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris
sebagaimana dimaksud dalam undangundang mengenai
perseroan terbatas; atau

bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan
hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud

dalam  undang-undang  mengenai  perkoperasian.
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34. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah yang

35.

36.

37.

selanjutnya disebut dengan BMPPS adalah batasan tertentu

dalam penyaluran Pembiayaan Syariah yang diperkenankan

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pengendali:

a.

bagi badan hukum perseroan terbatas, adalah badan

hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha

yang:

1. memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen)
atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan
mempunyai hak suara; atau

2. memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan
mempunyai hak suara namun yang bersangkutan
dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian
perusahaan baik secara langsung maupun tidak
langsung.

bagi badan usaha lainnya adalah pihak yang secara

langsung  ataupun  tidak  langsung  mempunyai

kemampuan untuk menentukan pengurus, pengawas atau
yang setara dan/atau mempengaruhi tindakan pengurus,

pengawas atau yang setara.

Aset Produktif adalah semua aset yang dimiliki oleh

Perusahaan Syariah dengan maksud untuk memperoleh

penghasilan dalam bentuk Pembiayaan Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK

adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB Il
KEGIATAN PEMBIAY AAN SYARIAH
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Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi

prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan

(maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak

mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek

haram.
Pasal 3

Kegiatan Pembiayaan Syariah meliputi:

a. Pembiayaan Jual Beli;

b. Pembiayaan Investasi; dan/atau

c. Pembiayaan Jasa.

Pasal 4

(1) Kegiatan Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan menggunakan
akad:

a. Murabahah;
b. Salam; dan/atau
C. Istishna’.

(2) Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menggunakan
akad:

a. Mudharababh;

b. Musyarakah;

¢. Mudharabah Musytarakah; dan/atau
d. Musyarakah Mutanagishoh;

(3) Kegiatan Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ dilakukan dengan menggunakan akad:

a. ljarah;
b. ljarah Muntahiyah Bittamlik;

o

. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;

o
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(4)

e. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;

f. Ju’alah; dan/atau

g. Qardh.

Kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan menggunakan akad
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3), dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan
dari OJK.

(5) Ketentuan mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan

(1)

(2)

©)

(1)

Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) serta persetujuan akad lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat
Edaran OJK.

Pasal 5
Kegiatan Pembiayaan Syariah dapat dilakukan dengan
menggunakan akad tunggal dan/atau gabungan akad dari
akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4).
Gabungan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  dengan  menggunakan  beberapa  akad
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) untuk suatu kegiatan Pembiayaan Syariah
tertentu.
Akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf
e, huruf f, dan huruf g, hanya dapat dilakukan oleh
Perusahaan Syariah melalui gabungan akad.

Pasal 6
Perusahaan Syariah wajib terlebih dahulu melaporkan setiap
penggunaan akad tunggal dan/atau gabungan akad

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada OJK.
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(2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.
Pasal 7
Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan
yang mempunyai UUS wajib secara jelas mencantumkan
kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dalam anggaran dasarnya.

BAB Il
PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Pasal 8

(1) Perjanjian Pembiayaan Syariah antara Perusahaan Syariah
dengan Konsumen wajib dibuat secara tertulis.

(2) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam kegiatan Pembiayaan
Syariah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam

Peraturan OJK ini, wajib memenuhi ketentuan:

a. dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang

berakad atau bertransaksi; dan

b. obyek yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah

sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 10

Perjanjian Pembiayaan Syariah yang telah disepakati oleh para

pihak tidak dapat dibatalkan, kecuali:

a. para pihak setuju untuk menghentikannya;

b. tidak terpenuhinya kondisi hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9.
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Pasal 11

(1) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah

wajib paling sedikit memuat:

a.

judul Perjanjian Pembiayaan Syariah yang
menggambarkan jenis akad Pembiayaan Syariah yang

digunakan;

. nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah;

identitas para pihak;

. objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang

dan/atau jasa);
tujuan pembiayaan;
nilai objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal,

barang dan/atau jasa);

g. mekanisme dan cara pembayaran dan besarannya;

h. kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan;

. jangka waktu Pembiayaan Syariah;

nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (ujrah) Pembiayaan
Syariah;

objek jaminan (jika ada);

rincian biaya-biaya terkait dengan Pembiayaan Syariah
yang diberikan antara lain memuat:

1. biaya survey;

2. biaya asuransi/penjaminan/fidusia;

3. biaya provisi; dan

4. biaya notaris.

. klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat

pembebanan jaminan fidusia dalam Pembiayaan Syariah;

. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan

tempat penyelesaian perselisihan;

. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
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()

(1)

p. ketentuan mengenai denda (ta’jir) dan/atau ganti rugi

(ta’widh).

Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan Pembiayaan Jual

Beli untuk kendaraan bermotor, Perjanjian Pembiayaan

Syariah wajib mencantumkan nilai uang muka (down

payment/urbun).

BAB IV
UANG MUKA PEMBIAYAAN JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 12

Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Jual Beli

untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan

uang muka (down payment/urbun) kepada Konsumen

sebagai berikut:

a.

bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling
rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan
yang bersangkutan;

bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang
digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20%
(dua puluh persen) dari  harga jual kendaraan yang
bersangkutan; atau

bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang
digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah
25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan

yang bersangkutan.

(2) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan

untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b harus memenuhi kriteria paling kurang sebagai

berikut:
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a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang
memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang
untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau

b. diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum
yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang
dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan

dengan izin usaha yang dimiliki.

(3) Ketentuan  mengenai  besaran uang muka (down

1)

()

(1)

payment/urbun) kepada Konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan perubahannya
diatur dengan Surat Edaran OJK.

BABV
MITIGASI RISIKO PEMBIAY AAN SYARIAH
Pasal 13

Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko

Pembiayaan Syariah.

Mitigasi risiko Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah  melalui
mekanisme penjaminan syariah;

b. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang
yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah
melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau

c. melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang
yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari
kegiatan Pembiayaan Syariah.

Pasal 14
Perusahaan Syariah yang melakukan pengalihan risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a
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(2)

1)

wajib menggunakan lembaga penjaminan yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapatkan izin usaha dari OJK; dan
b. tidak dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha
dari OJK.
Jangka waktu penjaminan syariah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling singkat sama dengan
jangka waktu Pembiayaan Syariah.
Pasal 15
Perusahaan Syariah yang melakukan asuransi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b wajib
menggunakan perusahaan asuransi yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapatkan izin usaha dari OJK; dan
b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan
usaha dari OJK.

(2) Jangka waktu pertanggungan asuransi  sebagaimana

1)

(2)

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling singkat
sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.
Pasal 16

Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Syariah
dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan
jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia,
sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan
fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan
Syariah yang melakukan Pembiayaan Jual Beli dengan
pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya berasal

dari pembiayaan penerusan (channeling).

459



(3) Pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah.

Pasal 17

Perusahaan Syariah dilarang melakukan eksekusi atas barang

yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila kantor pendaftaran

fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan
menyerahkannya kepada Perusahaan Syariah.
Pasal 18

Eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan fidusia wajib

memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam

undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati

oleh para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah.

BAB VI
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PEMBIAYAAN
SYARIAH
Bagian Kesatu Umum

Pasal 19
(1) Perusahaan Syariah wajib setiap waktu memenuhi
persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan
Syariah.  (2) Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rasio permodalan;
b. kualitas Aset Produktif;
c. rentabilitas; dan
d. likuiditas.

Bagian Kedua
Rasio Permodalan
Pasal 20
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(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio permodalan
paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan
dan aset yang disesuaikan.

(3) Ketentuan mengenai besaran rasio permodalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan
perubahannya diatur dalam Surat Edaran OJK.

(4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan perbandingan
antara modal yang disesuaikan dengan aset yang
disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga Kualitas
Aset Produktif Paragraf
1
Penilaian Kualitas Aset Produktif
Pasal 21
Perusahaan Syariah wajib menilai, memantau dan melakukan
langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas Aset
Produktif.
Pasal 22
(1) Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ditetapkan menjadi:
a. lancar;
b. dalam perhatian khusus;
c. kurang lancar;
d. diragukan; atau
e. macet.
(2) Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan

461



©)

pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil,

dan/atau imbal jasa (ujrah).

Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikategorikan sebagai berikut:

a.

lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran
pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal
jasa (ujrah) atau terdapat keterlambatan pembayaran
pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil,
dan/atau imbal jasa (ujrah) sampai dengan 30 (tiga

puluh) hari kalender;

. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan

pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil,
dan/atau imbal jasa (ujrah) yang telah melampaui 30
(tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan
puluh) hari kalender;

kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran
pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal
jasa (ujrah) yang telah melampaui 90 (sembilan puluh)
hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari

kalender:;

. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran

pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal
jasa (ujrah) yang telah melampaui 120 (seratus dua
puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan
puluh) hari kalender; atau

macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran
pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal
jasa (ujrah) yang telah melampaui 180 (seratus delapan
puluh) hari kalender.

Pasal 23

(1) Selain faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau hasil
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investasi/bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2), penilaian kualitas Aset Produktif untuk
Pembiayaan Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah) atau lebih dapat ditetapkan dengan
mempertimbangkan faktor:

a. kemampuan membayar Konsumen;

b. kinerja keuangan (financial performance) Konsumen;

c. prospek usaha Konsumen.

(2) Penilaian terhadap kemampuan membayar Konsumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan
Konsumen;

b. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah;

c. kepatuhan terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah;

d. kesesuaian penggunaan dana Pembiayaan Syariah; dan

e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

(3) Penilaian terhadap kinerja ~ keuangan (financial

(4)

performance) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(@) huruf b meliputi penilaian terhadap
komponenkomponen sebagai berikut:

a. perolehan laba;

b. struktur permodalan;

c. arus kas; dan

d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

Penilaian terhadap prospek usaha Konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi penilaian terhadap
komponen-komponen sebagai berikut:

a. potensi pertumbuhan usaha;

b. kondisi pasar dan posisi Konsumen dalam persaingan;

c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;

463



()

(6)

(7)

d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
e. upaya yang dilakukan Konsumen dalam rangka
memelihara lingkungan hidup.
Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas Aset
Produktif oleh Perusahaan Syariah dengan OJK, kualitas
Aset Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh
OJK.
Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian kualitas
Aset Produktif sesuai dengan penilaian kualitas Aset
Produktif yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dalam laporan yang disampaikan kepada OJK.
Pedoman penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Paragraf 2

Kualitas Aset Produktif untuk Konsumen Dengan

Lebih Dari Satu Perjanjian Pembiayaan Syariah

1)

(2)

Pasal 24
Perusahaan Syariah wajib menetapkan kualitas Aset
Produktif yang sama terhadap 1 (satu) Konsumen dengan
lebih dari 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Syariah.
Perusahaan Syariah dapat menetapkan kualitas Aset
Produktif yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) Perjanjian
Pembiayaan Syariah yang dimiliki oleh 1 (satu) Konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. Aset Produktif yang memiliki kualitas paling rendah
telah dihapus buku; dan/atau
b. nilai Pembiayaan Syariah sampai dengan jumlah
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
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(3) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif dalam

Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Perusahaan Syariah wajib menggunakan kualitas Aset

Produktif yang paling rendah.

1)

(2)

Paragraf 3
Aset Produktif Bermasalah

Pasal 25
Perusahaan Syariah wajib setiap waktu mempertahankan
rasio Aset Produktif bermasalah setelah dikurangi cadangan
penyisihan penghapusan Aset Produktif paling tinggi
sebesar 5% (lima persen) dari total Aset Produktif.
Aset Produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari Aset Produktif dengan kualitas kurang
lancar, diragukan, dan/atau macet.

(3) Ketentuan mengenai besaran rasio Aset Produktif

(1)

bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat
Edaran OJK.

Paragraf 4
Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
Pasal 26
Perusahaan Syariah wajib menghitung cadangan penyisihan

penghapusan Aset Produktif.

(2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset

Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
paling rendah sebesar:
a. 1% (satu persen) dari saldo Aset Produktif yang

memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;

465



b. 5% (lima persen) dari saldo Aset Produktif yang
memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah
dikurangi agunan;

c. 15% (lima belas persen) dari saldo Aset Produktif yang
memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi
agunan;

d. 50% (lima puluh persen) dari saldo Aset Produktif yang
memiliki kualitas meragukan setelah dikurangi agunan;
dan

e. 100% (seratus persen) dari saldo Aset Produktif yang

memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.

(3) Perusahaan Syariah wajib membentuk cadangan penyisihan

(4)

penghapusan Aset Produktif paling rendah sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
laporan bulanan.

Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
dapat dipehitungkan sebagai pengurang saldo Aset
Produktif ditetapkan paling tinggi senilai saldo Aset
Produktifnya.

(5) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset

(6)

Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
Perusahaan Syariah dalam rangka perhitungan rasio
permodalan, gearing ratio, rasio Ekuitas terhadap Modal
Disetor, BMPPS, rasio Aset Produktif bermasalah, dan
perbandingan Aset Produktif dengan total aset.

Ketentuan mengenai jenis, tata cara perhitungan, dan
pengembalian agunan, serta tata cara perhitungan cadangan
diatur dalam Surat Edaran OJK.

Paragraf 5
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif
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1)

()

1)

()

(3)

(1)

)

Pasal 27
Perusahaan Syariah wajib membentuk cadangan kerugian
penurunan nilai Aset Produktif sesuai standar akuntansi
keuangan yang berlaku.
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai Aset
Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh
kantor akuntan publik. Bagian Keempat Rentabilitas

Pasal 28
Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf ¢ merupakan kemampuan Perusahaan Syariah dalam
menghasilkan laba.
Penilaian  terhadap faktor rentabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ meliputi penilaian
terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional.
Ketentuan mengenai tata cara penilaian terhadap faktor

rentabilitas diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Kelima

Likuiditas

Pasal 29
Penilaian likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf d merupakan penilaian terhadap tingkat
ketersesuaian antara aset lancar dan liabiltas lancar.
Ketentuan mengenai tata cara penilaian likuiditas diatur
dalam Surat Edaran OJK.

BAB VI

RASIO ASET PRODUKTIF TERHADAP TOTAL ASET
Pasal 30
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(1)

)

©)

(4)

1)

2

Perusahaan Syariah wajib memiliki Aset Produktif neto
paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total aset.

Aset Produktif neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diperoleh dari pengurangan Aset Produktif bruto
dengan pendapatan yang belum diakui dan cadangan
penyisihan penghapusan Aset Produktif.

Pemenuhan ketentuan Aset Produktif neto sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi Perusahaan Syariah
paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal izin
ditetapkan.

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah melakukan
peningkatan Modal Disetor dalam rangka pemenuhan rasio
permodalan, gearing ratio, dan perbandingan Ekuitas
dengan Modal Disetor, Perusahaan Pembiayaan Syariah
dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor

dicatat oleh instansi yang berwenang.

BAB VIlI
EKUITAS
Pasal 31
Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan
hukum:
a. perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
b. koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
UUS wajib  memiliki  Ekuitas  paling  sedikit
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
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(3) Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelum
berlakunya Peraturan OJK ini wajib memenuhi ketentuan
Ekuitas bagi UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan tahapan sebagai berikut:

a. paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
paling lambat tanggal 31 Desember 2015;

b. paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2016; dan

c. paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

(4) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berasal dari
konversi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak perusahaan dimaksud
memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan
Syariah.

Pasal 32
Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki rasio Ekuitas

terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh

persen).
BAB IX
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAY AAN
SYARIAH
Pasal 33

(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS
kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.

(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan

Pengendali Perusahaan Syariah;
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. badan usaha dimana Perusahaan Syariah bertindak

sebagai Pengendali;

. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak

sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana

dimaksud pada huruf b;

. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:

1. orang  perseorangan  dan/atau  badan  usaha
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

2. orang  perseorangan  dan/atau  badan  usaha
sebagaimana dimaksud pada huruf c;

. dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah;

pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:

1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali
Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

2. dari dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan
Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e.

. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c,

dan/atau huruf d;

. badan usaha yang dewan komisaris dan/atau direksi

merupakan:

1. dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan
Syariah;

2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c,

dan/atau huruf d;

i. badan usaha dimana:
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(3)

(1)

()

(3)

1. dewan Kkomisaris atau direksi pada Perusahaan
Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e
bertindak sebagai Pengendali;

2. dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c,
dan/atau huruf d, bertindak sebagai Pengendali; dan

j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan

(financial interdependence) dengan Perusahaan Syariah

dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf

h, dan/atau huruf i.

Perusahaan Syariah wajib memiliki dan menatausahakan
daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Pasal 34
Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS
kepada 1 (satu) Konsumen yang bukan merupakan pihak
terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas
Perusahaan Syariah.
Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS
kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan
merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh persen)
dari Ekuitas Perusahaan Syariah.
Konsumen digolongkan sebagai anggota suatu kelompok
Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila
Konsumen mempunyai hubungan pengendalian dengan
Konsumen lain baik melalui hubungan kepemilikan,
kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:

a. Konsumen merupakan pengendali Konsumen lain;
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b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan Pengendali dari
beberapa Konsumen (common ownership);

c. Konsumen memiliki ketergantungan keuangan (financial
interdependence) dengan Konsumen lain;

d. Konsumen menerbitkan jaminan (guarantee) untuk
mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh
kewajiban Konsumen lain dalam hal Konsumen lain
tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi)
kepada Perusahaan Syariah; dan/atau

e. dewan komisaris dan/atau direksi Konsumen menjadi
komisaris dan/atau direksi pada Konsumen lain.

Pasal 35
Ketentuan BMPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dikecualikan bagi
Pembiayaan Syariah untuk pengadaan barang dan/atau jasa

dalam rangka program pemerintah.

BAB X
KERJA SAMA PEMBIAYAAN SYARIAH
Pasal 36
(1) Perusahaan Syariah dapat bekerjasama dengan pihak lain
melalui pembiayaan penerusan (channeling) dan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bank;
b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
c. lembaga keuangan mikro; dan/atau
d. Perusahaan Syariah.
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(3)

(4)

()

(6)

1)

Pembiayaan penerusan (channeling) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilakukan dengan akad Wakalah bil

Ujrah.

Dalam melakukan pembiayaan penerusan (channeling)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah

dapat bertindak sebagai:

a. pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) melalui
kegiatan Pembiayaan Syariah; dan/atau

b. selaku penyedia dana/modal/barang yaitu pihak yang
mewakilkan kepada pihak lain.

Dalam hal Perusahaan Syariah bertindak sebagai pihak yang

menyalurkan (pengelola/wakil) sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a, Perusahaan Syariah hanya bertindak

sebagai pengelola dan memperoleh imbalan (ujrah) dari

pengelolaan dana tersebut.

Risiko yang timbul dari pembiayaan penerusan (channeling)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada pihak

penyedia dana/modal/barang.

BAB Xl
PENDANAAN
Pasal 37

Dalam rangka memperoleh pendanaan, Perusahaan Syariah

dapat:

a. menerima pendanaan dari lembaga pemerintah, bank,
industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan
usaha lain;

b. menerima pinjaman (Qardh) subordinasi;

c. menerbitkan obligasi syariah (sukuk) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
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(2)

d. melakukan sekuritisasi sesuai dengan Prinsip Syariah dan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Perusahaan Syariah wajib melakukan kegiatan pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah.
Pasal 38

(1) Pendanaan dari lembaga dan/atau badan wusaha lain

(2)

(3)

(4)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a
dapat berasal dari:

a. lembaga dan/atau badan usaha Indonesia; dan/atau

b. lembaga dan/atau badan usaha asing.
Pendanaan/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan dengan menggunakan akad:

a. Mudharabah;

b. Mudharabah Musytarakabh;

c. Musyarakah;

d. ljarah;

e. Qardh; dan/atau

f. akad pendanaan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
Jumlah pendanaan/pembiayaan dari lembaga dan/atau
badan usaha lain yang berasal dari lembaga dan/atau badan
usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, wajib memenuhi  ketentuan  paling  sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap
pemberi pendanaan/pembiayaan dengan jangka waktu
pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun.

Jumlah pendanaan/pembiayaan dari lembaga dan/atau
badan usaha lain yang berasal dari lembaga dan/atau badan
usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

wajib memenuhi ketentuan paling sedikit
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Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap
pemberi pendanaan/pembiayaan dengan jangka waktu
pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Pinjaman (Qardh) subordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;

b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari

segala pinjaman yang ada; dan

c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara

Perusahaan Syariah dengan pemberi pinjaman.
Pasal 40

(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan gearing ratio
paling tinggi 10 (sepuluh) kali.

(2) Gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diperoleh dari perbandingan antara jumlah pendanaan yang
berasal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (1) huruf b, dan Pasal 37
ayat (1) huruf c dengan selisih penjumlahan Ekuitas dan
pinjaman (Qardh) subordinasi dengan penyertaan.

(3) Pinjaman (Qardh) subordinasi yang dapat diperhitungkan
sebagai pembagi dalam perhitungan gearing ratio
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50%
(lima puluh persen) dari Modal Disetor.

(4) Ketentuan mengenai besaran gearing ratio sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan
perubahannya diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 41

(1) Perusahaan ~ Syariah ~ yang  menerima  pendanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam valuta asing

wajib melakukan lindung nilai secara penuh (full hedge).
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(2) Lindung nilai secara penuh (full hedge) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan untuk pokok
pendanaan/pembiayaan, hasil investasi/bagi hasil, margin,
imbal jasa (ujrah) dan/atau jangka waktu pembayaran.

Pasal 42

Perusahaan Syariah yang akan menerima pendanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam valuta asing wajib

memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

BAB XII
PENYERTAAN
Pasal 43

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hanya dapat melakukan
penyertaan langsung pada:

a. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia; dan/atau

b. perusahaan yang terkait dengan Kkegiatan Perusahaan
Pembiayaan Syariah.

(2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan
Syariah pada perusahaan di sektor jasa keuangan di
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah Ekuitas
Perusahaan Pembiayaan Syariah.

(3) Jumlah penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan
Syariah kepada entitas dalam 1 (satu) grup paling tinggi
10% (sepuluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan
Pembiayaan Syariah.

(4) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi ketentuan
jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan.
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BAB XIllII
SERTIFIKASI
Pasal 44

(1) Pegawai Perusahaan Syariah yang menduduki posisi

)

(3)

(4)

()

manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai
dengan satu tingkat dibawah Direksi dan pimpinan UUS
wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang
pembiayaan dan/atau pembiayaan syariah dari lembaga
yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan
pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan
penunjukan.

Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki
sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dan/atau
pembiayaan syariah dari lembaga yang ditunjuk oleh
asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK
dan disertai dengan alasan penunjukan.

Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib
memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan
dan/atau pembiayaan syariah dari lembaga yang ditunjuk
oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada
OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.

Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi
Perusahaan Pembiayaan Syariah yang membawahkan
fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian
di bidang manajemen risiko dari lembaga yang ditunjuk
oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada
OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.

Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Syariah yang
menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat
profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk
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asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK

dan disertai dengan alasan penunjukan.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 45

Perusahaan Syariah dilarang:

a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat
berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu;

b. memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak lain;

c. menerbitkan surat sanggup bayar (promisorry note), kecuali
sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang
memberikan pendanaan;

d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa
lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan
OJK melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku;
dan/atau

e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa
lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan
OJK menghindari peraturan perundangundangan yang
berlaku.

Pasal 46

Perusahaan Syariah dilarang melakukan penyediaan dana secara

tunai kepada Konsumen.

Pasal 47

Perusahaan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya

dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat

merugikan kepentingan Konsumen, kreditur, dan pemangku

kepentingan termasuk OJK.
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BAB XV PENYAMPAIAN LAPORAN
BERKALA Pasal 48

(1) Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan bulanan
kepada OJK.

(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan
laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
publik kepada OJK.

(3) Ketentuan mengenai laporan bulanan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK
mengenai laporan bulanan.

Pasal 49

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan

publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) kepada

OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.

(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan
laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap
dan benar dalam bentuk hard copy dan soft copy.

(3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) wajib disusun
berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di
Indonesia.

(4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2) wajib mencantumkan perhitungan hal-hal
yang diatur khusus di dalam Peraturan OJK ini.

(5) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)

wajib disusun dalam mata uang rupiah.
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(6)

(7)

(8)

Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
berdasarkan tahun takwim.
Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terdaftar di OJK.
Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh
izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim
berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku
pada tahun takwim berikutnya.

Pasal 50

Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) jatuh pada hari

libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama

berikutnya.

1)

Pasal 51
Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib mengumumkan
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif
singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku
berakhir paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di

Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib  melaporkan

(3)

pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara tertulis kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh)
hari kalender setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri
dengan bukti pengumuman.

Dalam hal batas akhir penyampaian pelaporan pelaksanaan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh
pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari
kerja pertama berikutnya.
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BAB XVI
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI
Pasal 52
(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan usaha yang
sehat, Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib mempunyai
sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.
(2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1)
berlaku untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang

mempunyai kantor cabang lebih dari 5 (lima).

BAB XVII PERUSAHAAN
SYARIAH

DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PELAYARAN

Pasal 53
Perusahaan Syariah yang khusus melakukan Kkegiatan
Pembiayaan Syariah di bidang ketenagalistrikan tidak wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1).

Pasal 54
Perusahaan Syariah yang khusus melakukan Kkegiatan
Pembiayaan Syariah di bidang pelayaran tidak wajib memenubhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4).

BAB XVIII PENEGAKAN
KEPATUHAN Bagian Kesatu
Pemberitahuan
Pasal 55
(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan  Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6
ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat
(1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1),
Pasal 33 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal
37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41, Pasal 48 ayat (2),
Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), Pasal
49 ayat (4), Pasal 49 ayat (5), Pasal 49 ayat (6), dan Pasal
51, ayat (1), dan/atau Pasal 51 ayat (2) Peraturan OJK ini
diberikan surat pemberitahuan.

(2) Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS wajib melakukan
pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat

pemberitahuan.

Bagian Kedua
Rencana Pemenuhan
Pasal 56
(1) Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat
(1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1),
Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal
30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31
ayat (3) huruf a, Pasal 31 ayat (3) huruf b, Pasal 32, Pasal
33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 40
ayat (1), Pasal 44, dan/atau Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK
ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran
oleh OJK.
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(3)

(4)

Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan
Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS untuk pemenuhan
ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang
dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Langkah pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memuat antara lain:

a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;

b. penambahan Modal Disetor;

pembatasan penerimaan pinjaman baru;

penerimaaan pinjaman subordinasi;

pengalihan sebagian atau seluruh aset;

pembatasan pembagian laba;

Q@ = ®© a o

. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran
ketentuan;

h. pembatasan pembukaan kantor cabang baru; dan/atau

i. penggabungan badan usaha.

Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan dewan

komisaris.

(5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(6)

(7)

harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang
saham apabila rencana dimaksud memuat rencana
penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan
usaha dan/atau badan usaha.

Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi
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permasalahan, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan
Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS wajib
melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.

(8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana
pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan
Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS
dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi
oleh Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang
mempunyai UUS paling lama 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak tanggal diterimanya rencana
pemenuhan secara lengkap.

(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan
atau tanggapan, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan
Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dapat
melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(10) Perusahaan  Perusahaan  Pembiayaan  Syariah  dan
Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS wajib
melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

BAB XIX

SANKSI

Pasal 57
(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 55 ayat

(1), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan
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Pembiayaan yang mempunyai UUS dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha UUS;

d. pencabutan izin usaha; dan/atau

e. pencabutan izin UUS.

(2) Perusahaan ~ Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan

(3)

(4)

()

Pembiayaan yang mempunyai UUS vyang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun
pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dkenakan
sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3
(tiga) kali  berturut-turut dengan masa  berlaku
masingmasing paling lama 2 (dua) bulan.
Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi
peringatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Perusahaan ~ Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenubhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1),
OJK mencabut sanksi peringatan.
Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan
Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang
mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), OJK
mengenakan:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan
Pembiayaan Syariah; atau
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(6)

(7)

b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS.

Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) diberikan secara tertulis berlaku selama

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:

a. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha
diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau

b. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS
diterbitkan  bagi  Perusahaan  Pembiayaan yang
mempunyai UUS.

Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi

pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi

peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha

berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

(8) Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan

9)

(10)

Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah.
Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Perusahaan ~ Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenubhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1),
OJK mencabut:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan
Pembiayaan Syariah; atau
b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS.
Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku
dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap melakukan
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(11)

(12)

(1)

kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, OJK dapat langsung

mencabut:

a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau

b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai
UUS.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu

pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1),

OJK mencabut:

a. lzin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau

b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai
UUS.

OJK dapat mengumumkan kepada masyarakat:

a. sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b;

b. sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c;

c. sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d; dan/atau

d. sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e.

Pasal 58
Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS vyang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1),
ayat (7), atau ayat (10) Peraturan OJK ini, Perusahaan
Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang
mempunyai UUS dikenaan sanksi administratif berupa:
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a. peringatan;

b. pembekuan kegiatan usaha

c. pembekuan kegiatan usaha UUS;

d. pencabutan izin usaha; dan/atau

e. pencabutan izin UUS.

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK
dapat memberikan sanksi tambahan berupa:

a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;

b. penurunan tingkat kesehatan;

c. pembatalan persetujuan; dan/atau

d. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

(3) Perusahaan  Pembiayaan  Syariah  dan  Perusahaan

(4)

()

(6)

Pembiayaan yang mempunyai UUS vyang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun
pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dkenakan
sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan masa berlaku masingmasing paling
lama 2 (dua) bulan.

Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1),
ayat (7), atau ayat (10), OJK mencabut sanksi peringatan.
Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan
Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang

mempunyai UUS tetap tidak memenuhi Kketentuan
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(7)

(8)

(9)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (7),

atau ayat (10), OJK mengenakan:

a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan
Pembiayaan Syariah; atau

b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS.

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (3)

dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10) sampai

dengan berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga

sebaimana dimaksud pada ayat (4), maka:

a. Perusahaan Pembiayaan Syariah dimaksud dikenakan
sanksi pencabutan izin usaha; atau

b. Perusahaan  Pembiayaan yang mempunyai UUS
dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin UUS, tanpa
didahului sanksi pembekuan kegiatan usaha atau sanksi
pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).

Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) diberikan secara tertulis berlaku selama

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:

a. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha
diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau

b. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS
diterbitkan  bagi  Perusahaan  Pembiayaan yang
mempunyai UUS.

Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi

pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi
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peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha
berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

(10) Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah.

(11) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan

(12)

(13)

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10), OJK

mencabult:

a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan
Pembiayaan Syariah; atau

b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS.

Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku

dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap melakukan

kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, OJK dapat langsung

mencabut:

a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau

b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai
UUS.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu

pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (8), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1),

ayat (7), atau ayat (10), OJK  mencabut:
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(14)

a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau

b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai
UUS.

OJK dapat mengumumkan kepada masyarakat:

a. sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a;

b. sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b;

c. sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c;

d. sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d; dan/atau

e. sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufe.

Pasal 59

(1) Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18, Pasal 31 ayat (3) huruf c, Pasal 38 ayat (3), Pasal
38 ayat (4), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), Pasal 45, Pasal 46,
dan/atau Pasal 47 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha UUS;

d. pencabutan izin usaha; dan/atau

e. pencabutan izin UUS.

(2) Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun
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©)

(4)

(5)

(6)

pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan
sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3
(tiga) kali  berturut-turut  dengan masa  berlaku
masingmasing paling lama 2 (dua) bulan.
Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi
peringatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK
mencabut sanksi peringatan.
Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan
Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang
mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan
Pembiayaan Syariah; atau
b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS.
Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberikan secara tertulis berlaku selama

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:

a. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan

b.

(7)

bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau

tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS
diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai
UUS.

Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi

pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi
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peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha
berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

(8) Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah.

(9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan

(10)

(11)

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK

mencabut:

a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan
Pembiayaan Syariah; atau

b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS.

Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku

dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap melakukan

kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, OJK dapat langsung

mencabut:

a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau

b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai
UUS.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu

pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK

mencabult:

a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
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(12)

(1)

)

(3)

b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai
UUS.

OJK dapat mengumumkan kepada masyarakat:

a. sanksi  pembekuan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b;

b. sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c;

c. sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d; dan/atau

d. sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufe.

Pasal 60

OJK dapat mengenakan:

a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan
Pembiayaan Syariah; atau

b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS, tanpa didahului
pengenaan sanksi peringatan apabila Perusahaan
Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang
mempunyai UUS melakukan pelanggaran atas Pasal 45
huruf a.

Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak

ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam hal masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha

berakhir pada hari libur, sanksi pembekuan kegiatan usaha

berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

(4) Perusahaan  Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilarang melakukan  kegiatan  usaha.
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(5)

(6)

(7)

(8)

Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Perusahaan ~ Pembiayaan  Syariah dan  Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenubhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK
mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku
dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap melakukan
kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, OJK dapat langsung
mencabut:
a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai
UUS.
Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan
Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK
mencabult:
a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai
UUS.
OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi
pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
atau ayat (7) kepada masyarakat.
Pasal 61

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan

Pembiayaan yang mempunyai UUS mendapatkan sanksi

administratif berupa sanksi peringatan sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, Pasal 58 ayat (1) huruf a,
dan/atau Pasal 59 ayat (1) huruf a secara kumulatif sebanyak 5
(lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, OJK
dapat meminta Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan
Pengawas Syariah dari Perusahaan Pembiayaan Syariah dan
Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS untuk mengikuti

penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

BAB XX KETENTUAN
PERALIHAN Pasal 62

(1) Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian
atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah
sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, dapat melaksanakan
kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

(2) Perjanjian Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan oleh
Perusahaan Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
Perjanjian Pembiayaan Syariah tersebut.

Pasal 63

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian

atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah

sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22,

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dinyatakan berlaku 1

(satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

Pasal 64
(1) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan

sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan
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Prinsip Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan,
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),
Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dinyatakan berlaku
2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.
(2) Penyaluran pembiayaan yang melampaui ketentuan BMPPS
sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat
(1), dan Pasal 34 ayat (2) sebelum Peraturan OJK ini
ditetapkan, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan
berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut
dan tidak diperhitungkan sebagai dasar perhitungan
BMPPS.
Pasal 65
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dinyatakan
tidak berlaku bagi pendanaan dalam valuta asing yang telah
diterima oleh Perusahaan Syariah sebelum Peraturan OJK ini
ditetapkan.
Pasal 66
Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian
atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah
sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun
sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.
Pasal 67
Perjanjian Pembiayaan Syariah terkait Pembiayaan Syariah
berupa penyediaan dana secara tunai yang telah dilakukan
sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, tetap dapat dilanjutkan
sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.
Pasal 68
Ketentuan dan mekanisme pelaporan bulanan Perusahaan

Syariah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum terdapat
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peraturan yang mengatur mengenai ketentuan pelaporan bulanan
sesuai dengan kegiatan usaha dalam Peraturan OJK ini.
Pasal 69

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian

atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah

sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dinyatakan mulai berlaku 2

(dua) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

Pasal 70

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap
Perusahaan Syariah berdasarkan: a. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan
Pembiayaan; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank; c. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang
Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor
Pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
220/PMK.010/2012; dan/atau d. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran
Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang
Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan
Bermotor Dengan  Pembebanan  Jaminan  Fidusia,
dinyatakan tetap sah dan berlaku.

(2) Perusahaan Syariah yang belum dapat mengatasi penyebab
dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan
Peraturan OJK ini.
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BAB XXI KETENTUAN
PENUTUP Pasal 71
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai
penyelenggaraan usaha Perusahaan Syariah tunduk pada
Peraturan OJK ini.
Pasal 72

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN 3

FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/1V/2000
Tentang
MURABAHAH

Wozse Woges e

Dewan Syari’ah Nasional setelah:

Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran

dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;

dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan

meningkatkan kesejahteraan dan berbagai

syari’ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi

memerlukannya, yaitu menjual suatu barang

menegaskan harga belinya kepada pembeli

dan pembeli

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;

olen karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa

tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank

syari’ah.
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
00 001 00Ny o0 1w ooy i 1w o mioon

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di

antaramu...”.
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. Firman Allah QS. al-Baqgarah [2]: 275:
propar ooo o oo oro oo ...
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba...."

. Firman Allah QS. Al-Ma’idah [5]: 1:

gooouooooooooooooD 0 oooo ooonan
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

. Firman Allah QS. Al-Bagarah [2]: 280:
| fiowonnonnoo oo & man
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah

tangguh sampai ia berkelapangan...”

. Hadis Nabi SAW.:

Gz o Vg Vo 104 st sCm) 10 goe 40 iy Wpaps gpam s g0
(Olsuazze Mo zu zole el ko sh)

Dari Abi Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

(HR. Al-Baihagi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu

Hibban).

. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

iz g Vs 18840 1y Dl :d ) s To
(uass & zolysa oy o) U Yl dpg N opabe sgdla 1 dslag

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, mugaradah (mudarabah), dan mencampur
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10.

11.

gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan
untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Suhaib).

. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

gl slelase « zole din 15 Y32 g o ol W ey wo e Voale
(e840 &5 £O e8] Hsla) iz Ul da 15 YBle 7 ja Ll Vi) shaea |

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

. Hadis Nabi riwayat jama’ah:

(g8lize s9) ... Vs Lo
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang

mampu adalah suatu kezaliman...”

. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan

Ahmad:

(sl zola s shsal 52 sl she) o3 Jpae spi s Jiz s Wslza
Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi
kepadanya.”

Hadis Nabi saw riwayat “Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam:

W0 O @ WL g sle) il Vg i M g0 Al sde i T
(o

“Rasulullah SAW. Ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam

jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

Ijma’ Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara

Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161;
lihat pula al-Kasani, Bada’i as-Sana’i, juz 5 Hal. 220-222).
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12. Kaidah figh:

Memperhatikan:

Menetapkan

Pertama

Wz sgee gl Jad s 1oy Yz WY Dhallap ds Jpal!

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada
hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG MURABAHAH

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:

1.

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang

bebas riba.

. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah

Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama

bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut
biaya yang diperlukan.

. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati

tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian

Khusus dengan nasabah.
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Kedua

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah
harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik
bank.

Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah
dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan
janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji
tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus
membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,
biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif
dari uang muka, maka:

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut,
ia tinggal membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik

bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh
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Ketiga

Keempat

Kelima

bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak

mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan

yang dapat dipegang.

Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian,
nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai
kesepakatan awal. la tidak boleh memperlambat pembayaran

angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan
menunda penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja,
atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syari’ah  setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.
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Keenam :

Bangkrut dalam Murabahah:
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26Dzulhijjah1420H.
1 April 2000 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie Drs. H.A. Nazri Adlani
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LAMPIRAN 4

FATWA DSN-MUI TENTANG WAKALAH

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 10/DSN-MUI/1V/2000
Tentang
WAKALAH
Wozse Vogeo Ahe
Dewan Syari’ah Nasional setelah
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan
pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, vyaitu
pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam
hal-hal yang boleh diwakilkan;
b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu
bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan
ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang
wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:
00000 100000 D0 DD D000 000 1O0000 toooon n0n oonooe oo o o
0O ooooooooeg ooooo ooo oroo OO0D Q0000 rDO0 O OO DO OODO ooU0D

000 0000 00O 00000 10000 OO0 D00 DO DOTD QUOC OO0 QOO OOO0D DOODDT

(oooiroo roouoron oo
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"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya
di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara
mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?” Mereka
menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.’
Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa
lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu
pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan
hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka
hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia
berlaku lemah lembut, dan janganlah sekalikali menceritakan

halmu kepada seseorang pun.’”

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf
kepada raja:

(o ono oooo omrC oooOoooo oo QMU OO0

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya

aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”

3. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 283:

(000 oooonto ooonuorooooe o oooonomooo oo oo oo oo oo ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:

OO 00D 0000000 0000000 0D 10 DOD000 0000 000 00000000 1...
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“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan
tagwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan)
dosa dan pelanggaran.”
. Hadis-hadis Nabi, antara lain:
Dl G aga s sl sz ¢ el ag soa g U e Al sde) 10
(N shal & il s o)
“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang
Anshar untuk mengawinkan (gabul perkawinan Nabi dengan)
Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’).
Cop s U sy JUj velipar o iop ¢ dig s ol aliy A i Sl i
VLA sdus by Do ¢ poms b W Tpdase 1 dU de ¢« Wad ey opliua do
DkE st sllzuids doa oSEg0 p0 0 L lphise 1 W ie i ppy JIal V) 22
(o8 & b
“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih
hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat
berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia,
sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;” lalu sabdanya,
‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun
seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami
tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.” Rasulullah
kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya
orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling
baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

gl sladascs ¢ e ola da 15 Y3 7 loaly W Wadaso wosle Voal
(8540 o5 £0 el sl) W la Il 15 W3l = oa Wi e Wy sk )
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram.”
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7.

Memperhatikan:

Menetapkan

Pertama

Kedua

Umat Islam ijma’ atas kebolehkan wakalah, bahkan
memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis
ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan tagwa, yang

oleh al-Qur'an dan hadis.

Kaidah figh:
Wz sgee gl Jad s Iy Yz WY Dhallap s Jual!
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada
hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG WAKALAH

Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad).

2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh
dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan Syarat Wakalah:
1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang
diwakilkan.

b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas
tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya
seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima
sedekah dan sebagainya.

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
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a. Cakap hukum,
b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
b. Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam,

c. Dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam.

Ketiga . Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisinan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08Muharram 1421H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie Drs. H.A. Nazri Adlani
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